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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT vang telah memberikan kami kemudahan sehingga
kami dapat menyelesaikan standar pelavanan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-
MNya tentunya kami tidsk akan sanggup untuk menyelesaikan standar pelayanan ini
dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta
kita yaim Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat,

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat
sehat-Mya, baik itu berupa sehat fisik mavpun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk
menyelesmkan pembuatan standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan
bagi pencari keadilan dan masyarakat, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada lembaga peradilan sehingea terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnyva. Untuk itu,
kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya Standara Pelavanan ini
nantinya dapat menjadi lebhih baik lagi,

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitw khususnya kepada
Bapak Bombongan Silaban, SH.L.L.M, selaku Kewa Pengadiln Negeri Palembang
lbu Erma Suharti, SH. MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Ibu Sri
Prih Utami, SH.MH seclaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang vang telah
membimbing dan membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini .

Palembang, 10 Januan 2020

Penyusun
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A.

1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TIPIKOR

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadian dan
masyarakat,

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

MAKSUD

1. Sebagal bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

4. Sebagai folak ukur bagi Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

DEFIMISI

Pelimpahan berkas perkara Tipikor adalah penerimaan berkas yang telah
memenuhi persyaratan ceklist dan bukti penerimaan tersebut diberikan kepada
Penuntut Umum;

RUANG LINGKUP
Stendar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan Megeri Palembang kelas IA Khusus:

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nemor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor;



6. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor
1-114/KMAJSK/I2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan:

7. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
026/KMAJSK/IN2012 Tanggal 9 Februar 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BRI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/212018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negeri Jo. Nomor 3238/DJU/SK/HMO2.2/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Diren Badilum Nomor 77/DJUISKIHMOZ. 3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri;

PRODUK PELAYANAN
Pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi:

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Internet dan balpoin;

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

JANGKA WAKTU
Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;

SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan /| KPK;

2. Surat pelimpahan perkara (P-31);

3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU (P-16-A);
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4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara (P-33);

2. Surat dakwaan + soft copy dakwaan;

6 Surat perintah penahanan dari Penyidik, T-4, T-7 dan sural perpanjangan
penahanan oleh KPN (bila ada);

7. Berkas Penyidik (BAP):

&. Surat Penetapan Penggeledahan, Surat Penelapan Penyitaan;

9. Daftar Barang bukli dan Tanda terima penitipan barang bukti;

M. BIAYA : Nihil

N. ALUR PELAYANAN

Petugas PTSP menerimg Berkas porkara danl Pepuniul
Umum dangan 3 § Member hormat tangan dus didepan
dan menyaiaken selamat...,

Petugas PTSF manenyokan keperiuan Ponuviut Bmum
“ada yang bisa karmi bante?™

l

Patugas PTEP momeriksa barkas Porkara dan memeriksn
persyaratan sesual Dakwaan dan identitas-idamtitasnya,

o

Fatugas PTSP menyerahkan berkas dan keleagkapan

Borkas Perkara tersebas kopada Paniters Muda Pidana

untuk diookidiporiksa prrsyaraton =sesuai Dakwaannya
dan identitas-identisas terdakwa

i i

Patugat PTSP memberikan surat Tanda ferima
pelimpahan berkas parkara kepads Penuntut Umom




PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS |A KHUSUS

I, Kapten A, Rivai Mo, 16
Telp/Fax : [(0711) 313555 F 353310
wepligiti | wwew on-palershisg go id
el | prpalembang EEmailoam

A.

2. STANDAR PELAYANAN AKTA BANDING TIPIKOR

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencan keadilan dan
Masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan,

MAKSUD

1. Sebagal bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualilas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

4. Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

DEFINISI

Akia Banding Tipikor adalah surat sebagai bukti penermaan permohonan pihak
untuk menyatakan banding,

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan uniuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 20039 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1286 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1-114/KMAJSKN2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan:



H.

Keputusan Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Momor
026MEMA/SKANZ012 Tanggal 9 Februan 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Megeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/20189 tentang Perubahan
Surat Keputusan Digen Badilum Nomor 77/DJUISKMHMO2 3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Sat Pintu (FTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri;

PRODUK PELAYANAN
Akla Pernyataan Banding;

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Internet dan Balpaoin;

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

PEMANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

JANGHKA WAKTU
Selama 10 (sepuluh) menit;

SYARAT-SYARAT

1.
2,

ldentitas pemohon (KTP);

Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya beserta BAP
Sumpah Advokat:

3. Selama 7 (tujuh) hari kalender, setelah putusan diucapkan;

Petikan Putusan:

5. Surat pernyataan banding;



6. Akta Pernyataan Banding;
M. BIAYA : NIHIL

M. ALUR PELAYANAN

Petugas PTEP mencrima Pomohon/kuasanya dongan 35
Memberd hormat tangan dua didepan dan menyatakan
selamal...

¥

Petufas PTSP menanyakan Keperiuan Penunbt
Urniurmd Ponas that Hubwm Terdabvwa

"ada yvang bisa kami bamu?"

w

Potugas PTSP maemeriksa berhes permobonan dan
memariksa persyaralan seseai parmohanan Bandingnya
dan identilas-identitasnya,

Fatiugas PTSEP menyorahbkan borkas don kelonghapan
Permochonan Banding terscbut kepada Panitera Muda
Pidana wntuk dicekidiperiksa persyaratan sesnad
permohznannya dan identitas-identisasnya lagi

Petugas PTER menyerahhan surat Akta pernyataas
Banding kepada permchan

l

Selesal
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C.

3. STANDAR PELAYANAN AKTA KASASI TIPIKOR

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
2. Masyarakat,

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

3. Sebagail pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan
Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

4, Sebagai folak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

DEFINISI

Felayanan akta Kasasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan permohonan
pihak upaya hukum untuk menyatakan kasasi:

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Fengadilan negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infarmasi Publik:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

3. Undang-Undang Nomar 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  MNomor
1-114/KMASSKN/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan:



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
026/KMAJSK/INZ012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2015 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubshan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomar 77/DJUISK/HMOZ 3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri,

PRODUK PELAYANAN
Akla Pernyataan Kasasi,

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Internet dan Balpoin,

KOMPETENSI| PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas LA Khusus;

PENANGGUNG JAWAB
Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

KRITERIA FENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesusi dengan standar yang
telah ditetapkan,

JANGKA WAKTU
Selama 10 (sepuluh) menit;

SYARAT-SYARAT
1. Identitas pemohon (KTP):

2. Selama 14 (empat belas) harl kalender, sejak diterima pemberitahuan putusan
banding;
3. Burat permohonan kasasi;



4. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya), beserta BAP
Sumpah Advokat;

5. Akla Pernyataan Kasasi;

6. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding;

BIAYA : NIHIL

ALUR PELAYAMNAN

Felugas PTSF menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 5
Memberi hormat tangan dua didepan dan menystakan
anlamal._.

Fotugas PTSF menamyakan keporfuan Penunist Umsm/
Penasinat Hukum Terdakwa
“ada yang bisa kami bantu?"

,

Petugas PTER mamaerikea berkas permohonan dan
mamariksa persyaralan sesuai permohonan Kasasinga
dan identias-identitasnya,

Fetugas PTSP memyerahbkan borcas dan kelengkapan
Pemmchoaan Kasasi tersebut kepada Panitera Muda
Pidana entuk dicok'diperikea persyaratan sesuai
permaohenannya don identdas-identisasnya lagi

Potugas PTSP menyerahkan surat Akta permyatann kasasi
kepada permobon kasasi
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4. STANDAR PELAYANAN AKTA PENINJAUAN KEMBALI (PK) TIPIKOR

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
Masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadiian Negeri Palembang Kelas |A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas:

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknysa sabagai pengguna
pelayanan Fengadilan Negeri Palembang Kslas 1A Khusus:

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus:

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI
Pelayanan akta Peninjauan Kembali (PK) Tipikor adalah surat sebagai bukti
penerimaan permohonan pihak untuk menystakan Peninjauan Kembali:

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan negen Palembang kelas 1A Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomaor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia  Momor
1-MAKMAISKINI2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan:
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
026/KMASSK/IN2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan,

7. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi R
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Nomor 323%/DJU/SK/HMO02.3/11/2018 tentang Perubshan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.2/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pads Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN
fAkta Pernyalaan Peninjauan Kembali (PK)

G. SARANA PRASARANA
Komputar, printer, Intermet dan Balpoin:

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

. PENANGGUNG JAWABR
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan vang sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU
Selama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak berkas lengkap;

L. SYARAT-SYARAT
1. Surat Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
2 Surat Kuasa (dalam hal ada Penasihat Hukumnya), beserta BAP Sumpah
Advokat serta idenlitasnya kuasa (KTP);
3. Memaori Peninjauan Kembali (PK) 4 (empat) rangkap dan CD Memari PK;
4. Adanya Novum;

11



5. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masih
menjalani pidana (Apabila Terpidana ditahan):

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN

Petugas PTSP menenma Pemahonkuasanya dengan 3 5
Memberi hormat langan dua didepan dan menyatabkan
salarmnt. ..

w

Petugas PTSP menanyakan koperluan
Terpldanalieluarga Terpidana/Penasthat Hukwmnya
“ada yang bisa karmi bantu?™

Putugas PTSP memorikea permohonan dan momrariksa
persyafatan sesiai permohbonan PH nya dan ideniitas-
identitasnya

!

Petugas PTSP meayarahkan barkas dan kelengkapan
Permahenan PE tersabad kepada Panitera Muda Pidana
untuk dicekidiperiksa persyaratan sasuai
pemohanannya dan Hﬂ'll'i'l.l;-iﬂ'ﬂnﬂﬁﬂl‘w’l lagl

Priugas PTEP memyerahkan surat Akta permyataan
Peninjauan Kembali (PK) kopsdn pemahan
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5. STANDAR PELAYANAN AKTA GRASI TIPIKOR

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
Masyarakat;

2. Meningkalkan kepercayaan masyarakal kepada lembaga peradilan;

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan MNegern Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

2, Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negen Palembang Kelas |A Khusus;

3. Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
FPengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus;

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 18 Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

DEFINISI
Grasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan surat permohonan atau pihak
untuk mengajukan Grasi;

RUANG LINGKUP
Slandar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik:

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuaszaan Kehakiman;

4. Undang-Undang MNomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia MNermor
1-114/KMA/SKII2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
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6, Kepulusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Momor
026/KMAJSKAV2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan,

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI. Noemor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Kepulusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJWSK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan MNegeri Jo. Nemor 3239/DJWSK/MHM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomar T7IDJUISKHMO2 3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Fengadian Tinggi dan Pengadilan Negeri;

PRODUK PELAYANAN
Akta pernyataan Grasi,

SARANA PRASARANA
Komputer, printer, Internet dan Balpoin,

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan
Standar pelayanan Pengadilan Neger Palembang Kelas IA Khusus;

PENANGGUNG JAWARB
Panitera Pengadilan Negen Palembang Kelas [A Khusus;

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

JANGKA WAKTU
Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

SYARAT-SYARAT

1. Indentitas pemohon (KTP);

2. Surat permohonan grasi; _

3. Burat kuasa (dalam hal ada Penasihal Hukumnya), beserla BAP Sumpah
Advokat;
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4. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masih
menjalani pidana (apabila terpidana ditahan);

M. BIAYA : NIHIL

M. ALUR PELAYANAN

Pelugas PTEP menerima Pemabhonkuasanya dengan 3 5
Memberi bormal Bxngan dua didepan dan monyatakan
salamat....

Petugas PTSP menanyakan kopar|uan
Torpidons'Melesrga TerpidanaPanasihat Hukumnya
*ada yang bisa kami banfu 7

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriisa
persyaratan sasuai pareshonan Grasl nyga dan identiias-
Elentiasnya,

Potugas PTSP menyermhkan barkas dan kelengkapan
Permohonan Grasi tersebas kopada Panitera Mads
Fidana uniuk dicekidiperiisa persyaratan sesuai
permohanannys dan Mentitas-identisasnya lagi

Fetugar PTSF menyerahkan surzt Akta pernyataan Grasi
kopada pemichon

Selesal

15



PENGADILAN NEGERI PALEMEANG KELAS |A KHUSUS
I, Kapten A, Aival No. 16

Telp/Fax - [0711) 313555 / 363310
wishidlle | wiwe pnpalembang.go.ld

@-mal ; pepilembang @ gmail.com

6. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TIPIKOR

A,

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
2. Masyarakat,

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negerl Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagal informasi bagi masyarakal akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Megen Palembang Kelas 1A Khusus:

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualilas pelayanan
Pengadilan Nageri Palembang Kelas IA Khusus;

4, Sebagai folak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

DEFINISI

Penetapan perpanjangan penahanan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan
permohonan yang diajukan oleh Penyidik ataw Penuntut Umum ke Ketua
Pengadilan,

RUANG LINGKUP

Standa Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Fengadilan negeri Palembang kelas 1A Khusus;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomar 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Momar 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Nomor

1-114/KMAISKAIZ011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
16



6. Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia  Momor
D26/KMAISKAN2012 Tanggal 9 Februan 2012 tentang Standar Pelayanan
Feradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi RI.
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomar 77/DJUISK/HMO2.3/2/12018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
sural Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJLSKMMOZ 3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri,

F. PRODUK PELAYANAN
Penetapan perpanjangan Penahanan,

G. SARANA PRASARANA
Komputer, printer, Internet dan Balpoin,

H. KOMPETENS| PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOF dan Standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar vang
telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU
Selama 1 (satu) har kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

L. SYARAT-SYARAT
. Surat Permohonan;

r—

2. Laporan Kejadian Perkara;
3. Surat Perintah Penahanan;
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Perintah Penyelidikan;

17



E. Surat Periniah Dimulainya Penyidikan (SPDP):

1. Berita Acara Penahanan (apabila yang dimintakan persetujuan penahanan)
8. Laporan Kemajuan (Resume);

M. ALUR PELAYANAN

Petugas PTSP monerima pemohon dengan 3 5
Memari harmal tangas dua didepan dan menyatakan

Petugas PTEP menanyaken koporfunn pemabon
“@ila vang blsa kami bantu?'"

Petugas PTSFP memeriksa parmahoran dan memeriksa
pursymraton sos i permohonanya,

Pefugas PTSP menperahkan barkas dan kelengkapan
pormohonan tersebut kepada Panfera Muda Pidana
untuk dicokidiporkea porsyaratan sesuai perrnohonanya

Penetapan perpanjangan ponahanan diserabban ke
RPMVVEPN uniuk dil tandatangani

Petugas PTSP menyerahkan penatapan perpanjangan
penalianan kepaida pemohon

Selesai
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
M. Kapten A, Rival Ma. 16
Telp/Fax : [0711) 313555 / 363310

WSS 2 A B | T B g id
e-mall ; pnpilembarg@gmad com

7. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN'PERSETUJUAN PENYITAAN
TIPIKOR

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
Masyarakat;

2. Meningkatkan kepercaysan masyarakat kepada lembaga peradiian;

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagal informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan palayanam,

DEFINISI

Penetapan izinlpersetujuan penyitaan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan
permohaonan yang diajukan oleh Panyidik ke Ketua Pengadilan Negeri Palembang
untuk izin/persetujuan penyitaan;

RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2, Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Momor 4% Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
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5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MNomor  1-
T14/KMASSKN/2011 tentang Pedoman Pelayvanan Infermasi di pengadilan;

6. Kepulusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
OD26/KMASSKSIN2012 Tanggal & Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Rl. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomer 77/DJUWISK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan MNegeri Jo. MNomor 3239/DJUISK/MHMO2.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Kepulusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2 3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

PRODUK PELAY AMAM
Penetapan lzinfPersetujuan Penyitaan:

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Internet dan Balpoin;

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus:

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

JANGKA WAKTU
Selama 1 {satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

SYARAT-5YARAT

1. Surat Permohonan;

2. Resum;

3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP;
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Surat Perintah Penyidikan,

Surat perintah Penyelidikan:

Surat Penintah Penyitaan;

Berita Acara Penyitaan;

Bernla Acara Keterangan SaksifTersangka;
Surat Tanda Penerimaan Barang Bukli;
10.Laporan Polisi;

11.COYFlashDiskiSoft Copy;

12.Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan:

0 @ ~N O ;oA

M.ALUR PELAYANAN

Pofegas FTSP menerima pemobon dengan 18
Memberi bormat tangan dua didepan dan menyatakan

selamal..,.

l

Fetugas PTSP menanyakan keperluan pemashon
“ada yang bivo kami bantu?™

Petugas PTSP mamarikea berkss parmobanan
izin'parsetujuan penyitaan don memeriksa parsyaralan
segual pemmolienarys

k. J

Patugas FTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan
pammchonan terssbui kepada Panitera Muda Pidana
wntuk dicek/diperiksa persyaratan sesuad permohonanyn

Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada pemaian
Prsvitapan 1 in/Parestujuan Peny#asn

Solesad
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PENGADILAN NEGERI PALEMBAMNG KELAS |IA KHUSUS
AL Kapten A, Rivai Mo, 16

Telp/Fax - {0711) 313555/ 363310
wabcitE | was_po-palembang godd
emall ; pnpalembargSgmesioom

8. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN /| PERSETUJUAN PENGELEDAHAN
PERKARA TIPIKOR

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
Masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayasan masyarakal kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Neger Palembang Kelas IA
Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negen Palembang Kelas |A Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Megen Palembang Kelas 1A Khusus;

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus
dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI
Penetapan izin/persetujuan penggeledahan adalah penetapan yang dibuat
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketuz Pengadilan
Megeri Palembang uniuk diberikan zin/persetujuan penggeledahan:

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
FPengadilan Negen Palembang Kelas 18 Khusus;

E. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik:
3. Undang-Undang Momor 4& Tahun 2008 tentang Kekuazaan Kehakiman,
4. Undang-Undang MNomor 49 Tahun 2009 fentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-

T4KMASSKN/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengaditan;
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L.

6.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
O26/KMASSKNN2012 Tanggal @ Februar 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rl. Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJWISK/HM02,.3/272018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pangadilan Negeri Jo. Nemor 3239/DJWSKMM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUSKHMOZ 3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Fengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeni,

PRODUK PELAYANAN
Fenetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan;

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Internet dan Balpoin;

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan
Standar pelayanan Pengadilan Negerl Palembang Kelas |A Khusus,

PENANGGUNG JAWARB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;

JANGKA WAKTU
Selama 1 {satu) hari kerja terhitung sejak berkas lengkap;

SYARAT-SYARAT

1.

;oA O M

Surat Permohonan;

Resum;

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
Surat Perintah Penyidikan;

Surat Perintah Penggeledahan;
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Berita Acara Penggeledahan;
Berita Acara Kelerangan saksiTersangka
Surat Tanda Penerimaan Barang Bukt;

A i

Lapcran Polisi;
10. CD/FlashDisk/Soft Copy;
11. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan;

ALUR PELAYANAN

Peiugas PTS? menerima pemohon dengan 15
Memberi hormat tangan dua didapan don rmenyatabkan
selamnat...

k.

Fatugas PTSP mensnyakan keperiuan pemohon
“ada yang bisa kaml banda 7"

i

Peotugas PTSP memeriksa berkas permohionan
izinipersetujuan perggaladahan dan memerikea
parsyaratan sasual pemohoenanya

X

Patugas FTSP menyambkan barkas dan kelengkapan
parmehonan tersabut kepada Paniters Muds Pldasna
uniuk dicekidiperiksa persyaralon sesuai pennobonanya

|

Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada pemohon
Ponetapan [zinfPersotujusn Penggeledahan

Sebeaal
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS A KHUSUS
A, Kapten A, Rival Mo, 16

Telp/Fax : [0711) 313555 f 353310
wihgite T wuak ipn -l b o g e
e-meil : pnpalembang @ @mad com

9. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN BESUK TAHANAN TIPIKOR

A,  TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
Masyarakat:
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas:

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

3. Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus,
Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kalas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI
Izin besukiberkunjung adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Falembang kepada keluarga terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan untuk
membesuk alau mengunjungi tahanan di rumah tahanan Negara,

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

5. Keputusan Ketus Mahkamsh Agung Republic Indonesia  Nomor
1-1 14K MASSKN/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan:
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MNomor
026/KMAJSK/NIR2012 Tanggal © Februard 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Rl. Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/0JU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan MNeger Jo. Nemor 3239/DJWSKMHMO2.3/11/2019  tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUSK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

PRODUK PELAYANAN
Surat Izin besuk/berkunjung;

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Internet dan Pena,

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Meger Palembang Kelas 1A Khusus:

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan;

JANGKA WAKTU
Selama 1 (satu) Jam, terhitung sejak berkas permohonan lengkap:

SYARAT-SYARAT

1. ldentitas peamohon (KTP);

2. Surat permohonan;

3. Surat Keterangan dari RT tempat tinggal orang yang akan berkunjung;
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M. ALUR PELAYANAN

Potugas PTEPF menerima pemolizn dangan 35
Merrberi harmat tangan dus didepan dan menyatakan
spfamat....

l

Peotugas PTSP menanyakan keperluan pemobon
“ada yang bise kamil bantu®"

Pefugas PTSP memeriksa pprmahonan dan memeriksa
persyarinn sesuni permohonanya,

'

Potugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan
pemmalonan tersebut kepada Pankera Meda Pidana
untulk dicchidiperitas porsyaratnn seswal permelhonanys

|

Diberitahukan dan ditandatongai oleh Majolis Hakln yang
bt a8 gy kutan

Petugas FTSP neenyampaikan sural izin besukiberkunjung
Eepada pemohon
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
M. Kaptamn A, Rivei Ma. 16

Talp/Fax : (011} 313555 ) 363310
wektd T pr-palambang. ga.id
e-maall 1 pnpale mbang@ grail.com

A.

B.

E.

10.5TANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA TIPIKOR

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

Sebagai informasi bagi masyarakal akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai  kualitas pelayanan
Pengadilan Megeri Palembang Kelas |A Khusus;

Sebagai iolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam

. penyelenggaraan pelayanan,

o oa oW

~ o

DEFINISI

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam
pelaksanaan persidangan tepat wakiu dan apabila tidak tepat wakiu harus
dilakukan pengumuman atau pemberitahuan keterlambatan berikut dengan
alasannya;

RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan
Pengadilan Negen Palembang Kelas 1& Khusus:

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Momor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:

9. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor,
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6 Keputusan Ketus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-
T14/KMASSKNIZ011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

7. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMASSKANI2012 Tanggal 9 Februar 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negerl Jo. Nomor 3239/DJUISK/MMO2.3/11/2019  tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomar 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Fengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri:

PRODUK PELAYAMAN
Pelayanan persidangan:

SARANA PRASARANA
Ruang sidang, Benderash Marah Putih, Benderah Mahkamah Agung/Pengadilan
MNegeri Palembang, Meja dan Kursi persidangan, Kemputer, Palu;

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

PENANGGUNG JAWAB
Majelis Hakim:

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu
harus dilakukan pemberitahuan;

JANGKA WAKTU
Selama 10 (sepuluh) menit;

SYARAT-SYARAT
Laporan kesiapan persidangan;
Identitas (KTP) saksi-saksi:
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M. ALUR PELAYANAN

Fetugas PTSP menerima pamobon dengan 3 5
Memiberh honmat targas daa didepan dan menyeiakan
splamal..

Pelugas PTEP menanyakan keperfuan pemohon
“mila yang bisa kami bantu?"

l

Menunjukan persyaratan porsidangan

:

Menyiaphan/menemukan fam dan temaat persidangan

Sebesal

Ditetapkan di | Palembang

Pada tanagal : 10 Januari 2020
Ketua Pengadilan Neger Palembang

(e

Bongbengan Silaban, S.H.,L.L.M.
NIP.196812251882121001
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